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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk mejawab pertanyaan
“Bagainana kedtdikan novin visum et repertum-dalam Pembuatan BAP: pada kasus
pencabulan di tingkat penyelidikan di kepolisian menurut KUHAP dan Hukum
Acara Pidana Islam?

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini, adalah deskriptif analitik, yaitu
menguraikan dan memaparkan scara jelas tentang kedududkan novum visum et
repertum dalam Berita Acara Pemeriksaan kasus pencabulan pada penyelidikan
kepolisian. Menganalisa data tersebut melalui pola pikir deduktif, yaitu dimulai dari
memaparkan teori dan aturan hukum yang berkaitan dengan novum visum et
repertum dalam BAP di kepolisian menurut KUHAP dan Hukum Acara Pidana Islam
yang kemudian diterapkan pada kasus pencabulan yang terjadi di pondok Nurul
Hidayah, Tandes.

Bahwa mengacu dalam penjelasan pasal 186 yang memberikan keterangan,
bahwa:

« keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada watu pemeriksaan
oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk
laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima
jabatan atau pekerjaanJika hal itu diberikan pada waktu pemeriksaan
disidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita
acara pemeriksaan, keterangan tersebut diberikan setelah ia
mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.”

Dari penjelasan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa novum visum et repertum
merupakan alat bukti yang harus diberikan pada saat pemeriksaan. Tetapi meski
diatur demikian alat bukti keterangan Ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian
“bebas” atau “vrij bewijskracht”, artinya alat bukti keterangan ahli terserah pada
penilaian hakim. Hakim bebas menilaintiya dan tidak terikat padannyal
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeriksaan suatu perkara pidana didalam suatu proses peradilan pada
hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (materiile
waarheid) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai
usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-
bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap
pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada
tahap persidangan perkara tersebut.'

Upaya penyidikan dilakukan oleh pejabat polisi Negara Republik
Indonesia atau; pejabat .pegawai, negeri. sipil tertentu: yang.diberi wewenang
khusus oleh undang-undag untuk melakukan penyidikan.?

Usaha-usaha yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari kebenaran
materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya

kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini

'Kerjasama antara Kejaksaan Agung RI dengan FHPM Unibraw, Laporan Penelitian Tentang
Masalah Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti, (Malang: Depdikbud Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya, 1982), 1.

2Gerry Muhammad Rizki, KUHP & KUHAP, Surat Putusan MK nomor 6/PUU-V/2007
Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam KUHP, (Jakarta : Permata Press, 2008), 193.



sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2 yang menyatakan :
“Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena
alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa
seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas
perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan diatas, maka dalam
proses penyelesaian perkara pidana, penyidik wajib mengusahakan
pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani
dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah
sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan
perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
pada pasal 184 ayat 1 yang menyebutkan :

“Alat bukti yang sah ialah :
a. keterangan saksi ;
b. keterangan ahli ;
C. surat;
d. petunjuk ;
e. keterangan terdakwa.”
Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna

kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, Islam juga mengatur mengenai



pembuktian untuk tindak pidana, Ibn Al-Qayyi>m dari maz\hab Hambali
menyatakan bahwa, untuk pembuktian jarimah digunakan empat cara (alat)
pembuktian, yaitu:

1.  pengakuan,

2.  persaksian,

3.  al gasa>mah, dan

4. qari>nah?

Di dalam upaya memperolah keterangan yang jelas dan terang mengenai
tindak pidana seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah
atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah
tersebut berada diluar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka
bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari
kebenaran materiil selengkap-lengkapnya bagi para penegak hukum tersebut.

Mengenai perlunya bantuan seorang ahli dalam memberikan keterangan
yang terkait dengan kemampuan dan keahliannya untuk membantu
pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana, A. Karim Nasution
menyatakan :

“Meskipun pengetahuan, pendidikan dan pengalaman dari seseorang mungkin
jauh lebih luas daripada orang lain, namun pengetahuan dan pengalaman setiap
manusia tetap terbatas adanya. Maka oleh sebab itulah selalu ada kemungkinan
bahwa ada soal-soal yang tidak dapat dipahami secukupnya oleh seorang

penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan, ataupun seorang hakim di muka
persidangan sehingga ia perlu diberi pertolongan oleh orang-orang yang

3 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 226



memiliki sesuatu pengetahuan tertentu. Agar tugas-tugas menurut hukum acara
pidana ‘dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka oleh undang-undang
diberi kemungkinan agar para penyidik dan para hakim dalam keadaan yang
khusus dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang berpengetahuan dan
berpengalaman khusus tersebut.”

Keterangan ahli merupakan alat bantu untuk mengungkap sebuah
kejadian tindak pidana, dalam islam di kenal yang nama qari>nah, yaitu sebuah
petunjuk yang jelas yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda
tersebut menunjukkan kepada pelaku tindak pidana.’

Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan
perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap
pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, mempunyai peran dalam membantu
aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana,
mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan
petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya
dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap
perkara yang diperiksanya.

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dimana dilakukan proses
penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana,

tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk

tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana.

* Kerjasama antara Kejaksaan Agung RI dengan FHPM Unibraw, Laporan Penelitian Tentang
Masalah Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti, 5.

5 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, 244



Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh, pihak Kepolisian atau_pihak lain
yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan
penyidikan, bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjacii dan guna
menemukan tersangkanya. Berdasarkan hasil yang didapat dari tindakan
penyidikan suatu kasus pidana, hal ini selanjutnya akan diproses pada tahap
penuntutan dan persidangan di pengadilan.

Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap
keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang
sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan,
penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik
membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli
lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang
selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap
lebih lanjut kasus tersebut.

Suatu kasus yang dapat menunjukkan bahwa pihak Kepolisian selaku
aparat penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yang
dilakukannya yaitu pada pengungkapan kasus perkosaan. Kasus kejahatan
kesusilaan yang menyerang kehormatan seseorang dimana dilakukan tindakan
seksual dalam bentuk persetubuhan dengan menggunakan ancaman kekerasan
atau kekerasan ini membutuhkan bantuan keterangan ahli dalam penyidikannya.

Keterangan ahli yang dimaksud ini yaitu keterangan yang diberikan oleh



seorang yang memiliki “keahlian khusus” tentang hal yang diperlukan untuk
membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (di sidang
pengadilan).®

Mengungkap suatu kasus perkosaan pada tahap penyidikan, akan
dilakukan serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti
yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi, berupaya membuat terang
tindak pidana tersebut, dan selanjutnya dapat menemukan pelaku tindak pidana
perkosaan.

Adanya bukti yang jelas sangatlah penting, karena kalau bukti kurang
jelas maka tidaklah terang suatu masalah, sehingga merugikan salah satu pihak
yang berperkara. Islam memandang bahwa makhluk yang paling dimuliakan
oleh Allah SWT adalah manusia karena diciptakan dengan kekuasaannya
sendiri, meniupkan ruh darinya kepadanya, memerintahkan semua Malaikat
sujud padaNya.

Dalam Islam manusia di jamin dengan hak hidup, hak kepemilikan, hak
memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, hak menuntut ilmu
pengetahuan, namun yang sangat penting dari semua hak tersebut adalah hak

hidup yaitu hak yang harus mendapat perhatian karena hak ini adalah hak suci

$ HMA Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum, (Malang: UMM Press, 2007), 18.



tidak dibenarkan secara hukum dilanggar kemuliaannya, dan tidak holeh
dianggap remeh eksistensinya.’

Terkait dengan peranan dokter dalam membantu penyidik memberikan
keterangan medis mengenai keadaan korban pencabulan, hal ini merupakan
upaya untuk mendapatkan bukti atau tanda pada diri korban yang dapat
menunjukkan bahwa telah benar terjadi suatu tindak pidana perkosaan.

Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis
dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan visum et
repertum. Menurut pengertiannya, visum et repertum diartikan sebagai laporan
tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas permintaan yang
berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan
ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu
menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.®

Dalam sebuah surat kabar memuat berita mengenai kasus dugaan
perkosaan yang terjadi di daerah hukum Polresta Tanjung Perak Surabaya,
terpaksa kasus tersebut dihentikan pengusutannya oleh pihak Kepolisian
disebabkan hasil visum et repertum tidak memuat keterangan mengenai tanda
terjadinya persetubuhan. Orang tua korban dengan dibantu oleh sebuah

lembaga perlindungan perempuan, berupaya agar pihak Kepolisian dapat

"Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, juz 1, (Beirut: Dar al Fikr, 2006), 9-10

*H.M.Soedjatmiko, lmu Kedokteran Forensik, ( Malang: Fakultas Kedokteran Universitas
Brawijaya:, 2001), 1



meneruskan pengusutan kasus tersebut karena menurut keterangan lisan yang
disampaikan dokter pemeriksa kepada keluarga korban menyatakan bahwa
selaput dara korban robek dan terjadi infeksi. Permintaan tersebut tidak dapat
ditindaklanjuti karena pihak Kepolisian mendasarkan tindakannya pada hasil
visum et repertum yang menyatakan tidak terdapat luka robek atau infeksi pada
alat kelamin korban. Disebutkan oleh Kapolresta Tanjung Perak Surabaya
bahwa karena hasil visum dokter menyatakan selaput dara masih utuh, maka
tidak ada alasan bagi polisi untuk melanjutkan pemeriksaan kasus tersebut.’

Dalam persoalan yang berkembang dalam tingkat penyelidikan pada
kasus pencabulan yang kemudian mengingat urgensi visum et repertum sebagai
bagian alat bukti yang sah dalam peradilan, maka pembuatan Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) seharusnya juga melampirkan hasil dari keterangan dokter
yang berupa visum et repertum untuk di jadikan pedoman dalam pembuktian di
pengadilan.

Dalam hal ini penulis meneliti tentang kasus pencabulan, pada putusan
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1515/ PIDANA BIASA/ 2010/ PN.
SURABAYA. Dengan terpidana IMBAR MULYONO al SHODIKIN bin

MARDIJO. Dalam kasus ini penyidik yakni pihak kepolisian membuat BAP

°Kasus Perkosaan Balita Mandek, KPPD (Kelompok Perempuan Pro Demokrasi) Menyoal
Visum Dokter, dalam Jawa Pos, Rabu 30 April 2003, 30



sebelum hasil visum et repertum di ketahui, sedangkan visum et repertum
merupakan salah satu alat bukti yang penting dalam pembuktian.'®

Melihat dari kejadian di atas kedudukan novum visum et repertum
menjadi kurang penting dalam pembuatan BAP kepolisian. Kata “kedudukan”
yang secara etimologis diartikan sebagai, tempat kediaman, keadaan yang
sebenarnya, status. Dari definisi tersebut sudah jelas bahwa kalimat “kedudukan
novum visum et repertum” menandakan posisi atau kekuatan novum visum et
repertum khususnya dalam BAP.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan tersangka khususnya dan penyidikan
pada umumnya, penyidik harus benar-benar menyadari bahwa penanganan
perkara sejak awal sampai akhir menurut system KUHAP adalah “Integrated
.Criminal Justicia system”. Setiap tahap penanganan menjadi dasar bagi
‘.ﬁenanganan perkara pada tahap selanjutnya, setiap tahap terkait erat dan harus
saling menunjang satu sama lain.""

Dalam hukum Islam, memaksa berzina (perkosaan) merupakan kejahatan
seksual yang pelakunya dapat di jatuhi hukuman berat, yaitu selain hukuman

had zina ia juga dapat dikenai takzir. Hukuman-hukuman tersebut tentunya

'° Hasil wawancara antara penulis dengan istri terpidana imbar yaitu ibu SULISTYOWATI
(Surabaya, Rabu, 8 juni 2011)

"Harun M. Husein, Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, (Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 1991), hal 179
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akan dilaksanakan jika terdapat bukti yang jelas dan terang.'’ Artinya islam
juga mengatur mengenai alat bukti untuk membuat terang sebuah masalah.
Hadirnya alat bukti sangat penting dalam dakwaan, suatu dakwaan tidak
akan diakui kecuali berdasarkan dalil yang membuktikan kebenaran dan
kenyataanya. Seperti hadits yang di riwayatkan Ibnu Abbas:'?
A GPBY (hel, Sl B 06 g e B K B D o S L e
(ol 5 2 ol e et o 00 505 140500 5 0, 2
“ Riwayat Ibnu Abbas, Rosulullah saw, bersabda, ‘ Seandainya manusia di
beri kebebasan berdasarkan dakwaan mereka, maka akan banyak orang yang
mendakwakan darah orang dan hartanya. Akan tetapi yang didakwa itu harus
bersumpah. “(HR Ahmad dan Muslim).
Pendakwa diharuskan memiliki bukti atas kebenaran dan keabsahan

dakwaannya. Pada dasarnya orang yang didakwa bebas dari tanggungannya dan

si pendakwa wajib menfbuktikan keadaan yang sebaliknya:

IOV S S ol "‘ e, Y0 L - o 00 . 0 eS8 PR
B 216 G L s YL O gl 30l 1Ny e ) Wb
r’g’o,«—)or‘ae a2

,J§,| N QSL; CJ‘*‘?’-‘“ g gf—.l.a.“

“Diriwayatkan Baihaqi dan Thabrani dengan jalur sanad sahih bahwa

Rosulullah saw. Bersabda,” Bukti wajib bagi si pendakwa; dan sumpah wajib
bagi yang mengingkarinya.”

Dari dalil-dalil di atas sudah jelas bahwa bagaimana pentingnya alat bukti

dalam Islam. Dalam hal ini Novum visum et repertum merupakan salah satu

12 H. E. Hassan Saleh, Kajian Figh Nabawai &Figh Kontemporer, (Jakarta: PT Raja grafindo
Pesada, 2008), 441

** Sayyid Sabiq, figih sunnah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 378
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alat bukti yang di gunakan di era modern untuk membantu pengungkapan suatu
kasus khususnya jinayah.

Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya penerapan hasil visum et
repertum dalam pengungkapan suatu kasus pencabulan dan pembuatan BAP
pada tahap penyidikan sebagaimana terurai diatas, hal tersebut melatar
belakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam
penulisan skripsi dengan judul “Kedudukan Novum Visum Et Repertum
dalam kasus Tindak Pidana Pencabulan Putusan Pengadilan Negeri
Nomor: 1515/Pidana Biasa/2010/PN. Surabaya. Dalam kajian KUHAP dan

Hukum Acara Pidana Islam ”

Identifikasi dan Batasan Masalah
1., Identifikasi Masalah
Identifikasi diperlukan untuk mengetahui ruang lingkup
pembahasan, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasannya.
Identifikasi dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:
a) Prosedur pembuatan berita acara pemeriksaan menurut KUHAP.
b) Bentuk Materi BAP tersangka dalam proses penyidikan.
¢) Latar belakang kepolisian membuat BAP sebelum hasil visum

selesai.
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d) kedudukan novum visum et repertum menurut kajian Hukum Acara
Pidana Islam.
2.  Batasan Masalah
Batasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan objek
pembahasan dan untuk menetapkan batas-batas daripada pembahasan,
sehingga pembahasan lebih terarah dan kemudian tidak menyimpang dari
tema pembahasan yang sudah ditetapkan. Batasan masalah dalam
pembahasan ini sebagai berikut:
a) Kedudukan novum visum et repertum dalam pembuatan BAP di
tingkat penyelidikan di kepolisian menurut KUHAP.
b) Kedudukan novum visum et repertum dalam perkara Tindak Pidana

Pencabulan Menurut Hukum Acara Pidana Islam.

Rumausan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat diangkat
untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai
berikut :

1. Bagaimana kedudukan novum visum et repertum dalam Pembuatan BAP
pada kasus pencabulan di tingkat penyelidikan di kepolisian menurut
KUHAP?

2. Bagaimana kedudukan novum visum et repertum dalam delik pidana

menurut Hukum Acara Pidana Islam?
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D. Kajian Pustaka

Dalam beberapa penelitian yang membahas tentang Novum Visum Et
Repertum, penulis menemukan skripsi yang berhubungan dengan peelitian ini,
yaitu dengan judul “ Peranan Visum Et Repertum dalam Pemeriksaan Perkara
Pidana Tahap Penyidikan (Studi di Kepolisian Resort Kotamadya Malang)”,
oleh Kurnia Dwi Prasetyo."

Hasil kesimpulan dari penelitian saudara Kurnia adalah bahwa visum et
repertum dapat memberi petunjuk mengenai adanya unsur persetubuhan, hasil
yang termuat dalam visum et repertum dapat menjadi bukti permulaan bagi
penyidik, keberadaan visum et repertum penting untuk kelengkapan dan
kesempurnaan berkas perkara tindak pidana perkosaan.

Dari hasil penelitian saudara kurnia fokus penelitian membahas megenai
peranan visum et repertum dalam pemeriksaan pidana. Tetapi dalam penelitian
ini, penulis akan fokus tentang kedudukan visum et repertum dalam pembuatan
BAP di kepolisian, sekaligus mengkaji kedudukan novum visum et repertum
dalam tinjauan hukum acara Pidana Islam.

E. Tujuan Peneletian
Sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, maka

tujuan dari dibuatnya skripsi ini adalah:

'4 Kumia Dwi Prasetyo, lulusan Universitas brawijaya fakultas hukum, dengan judul skripsi
peranan Visum Et Repertum dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Tahap Penyidikan (Studi di
Kepolisian Resort Kotamdya Malang).
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1. Untuk mengetahui kedudukan novum visum et repertum Dalam
pembuatan BAP menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).

2. Untuk mengetahui kedudukan novum visum et repertum Dalam Delik

Pidana Pencabulan Menurut Hukum Acara Pidana Islam.

Kegunaan Hasil Peneletian
Melihat tujuan penelitian yang ada, maka penelitian ini diharapkan
mempunyai manfaat:
1. Kegunaan Teoritis
Kegunaan teoritis karya ini diharapkan memberikan tambahan ilmu
pengetahuan bagi kajian yang berkaitan dengan pembahasan ini. Selain itu
pembahasan skripsi ini bisa dijadikan pertimbangan bagi penyusun
berikutnya yang mempunyairelevansi dari segi pembahasan!
2. kegunaan Praktis
Sebagai gambaran mengenai realitas penerapan hubungan ilmu hukum
khususnya hukum pidana dengan bidang ilmu lainnya yaitu ilmu
kedokteran. Dan juga penerapan hukum acara pidana islam dalam hal
upaya membuktian tindak pidana. Penelitian ini penting mengingat fakultas
syari’ah yang fokus pada jurusan Jinayah Siyasah yang di dalamnya

membahas tentang hukum pidana dan Tata Negara Islam.
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G. Definisi Operasional
1. Novum Visum et Repertum adalah laporan tertulis untuk kepentingan
peradilan (pro yustisia) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat
oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada
pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima
jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya."®
2. BAP adalah berita acara pemeriksaan, namun yang di maksud
pemeriksaan ini adalah pemeriksaan tersangka dalam penyelidikan di
kepolisian.
Dari penjelasan di atas, maka definisi operasional penelitian yang di
maksud adalah bagaimana kedudukan novum visum et repertum dalam
pembuatan BAP pada kasus pencabulan, dalam kajian KUHAP dan Hukum

Acara Pidana Islam.

H. Metode Peneletian
Dalam penelitian skripsi ini perlu di gunakan beberapa metode yang
bertujuan agar mendapatkan hasil penelitian yang seobyektif mungkin. Untuk
mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan
data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Metode Pendekatan

'* HM.Soedjatmiko, llmu Kedokteran Forensik. 4
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Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Yuridis, maksudnya dalam pengkajian tentang masalah dalam penelitian
akan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dan juga Hukum Acara Pidana Islam.'¢

Metode pendekatan yuridis penulis gunakan agar mempermudah
dalam mengidentifikasi hukum, sekaligus mempermudah dalam
mengetahui efektifitas hukum.!” Pendekatan yuridis dalam penelitian ini
yaitu mengacu pada peraturan perundang-undangan dalam KUHAP yang
mengatur penggunaan bantuan orang ahli dalam tahap penyidikan perkara
pidana, dalam hal ini khususnya dokter sebagai pembuat visum et
repertum, dan Hukum Acara Pidana Islam.

b. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan sumber data

yang terdiri dari:
1. Data primer
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan

melalui teknik wawancara dengan informan.'® Data jenis ini diperoleh

16 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (jakarta: Ghalia Indonesia,1982),
15.

1 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (jakarta: PT, RajaGrafindo persada, 2005),
42,

* Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (jakarta: UI Press, 1986), 12
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dari sumber data yang merupakan informan penelitian yaitu penyidik

di Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya.

2. Data Sekunder yaitu data yang di peroleh melalui studi kepustakaan.'’

Sumber data dalam hal ini, sebagai berikut:

a)  Dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip yang terdapat di lokasi
penelitian (kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya).

b) Literatur, perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang
berwujud laporan, artikel-artikel dalam media cetak serta media
massa lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang di
teliti.

¢)  Buku-buku yang menyangkut tentang Hukum Acara Pidana, di
antaranya adalah:

1) Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, karya HMA
KUFFAL

2) Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, karya
Harun M. Husein, SH.

3) KUHP & KUHAP, karya Gerry Muhammad Rizki

4) Kaidah Figh jinayah, karya DR. Jaih Mubarok, M. Ag. Dan
Enceng Arif Faizal, S.Ag

5) Hukum Pidana Islam, Karya Drs. H. Ahmad Warid Muslich

' Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, 24
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6) Membumikan Hukum Pidana Islam, karya Topo Santoso
SH. MH.

c. Tekhnik Pengumpulan Data

1. Study kepustakaan yaitu bahwa peneliti mencari landasan teoritis dari
permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan
bukanlah aktifitas yang bersifat” trial and error.?’ Penulis
memperolehnya dengan membaca dan mempelajari peraturan
perundang-undangan,' teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat
dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan-
bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan
yang diangkat.?!

2. Studi dokumentasi, yaitu studi terhadap dokurpen-dokumen resmi serta
arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.”> Dalam
hal ini dokumen atau arsip seperti surat permohonan pembuatan visum
et repertum, visum et repertum Korban pemerkosaan, serta arsip
lainnya yang terkait dengan permasalahan yang terdapat di lokasi

penelitian yaitu Polsek Tandes

2 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2005), 112

u Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 21.

2 Ibid, 22
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I. Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data
Setelah data yang dikumpulkan terkumpul, maka penulis menggunakan
tehnik berikut, yang digunakan untuk mengolah data:

a. Editing yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk
menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenaran
atau ketidakbenarannya.® Penulis memeriksa data-data hasil dari
pemeriksaan yang berupa BAP. Dan juga buku-buku yang berkaitan
dengan Hukum Acara Pidana Islam.

b. Organizing yaitu mengatur dan menyusun bagian sehingga seluruhnya
menjadi suatu kesatuan yang teratur.?* Setelah data diteliti penulis
kemudian menyusun bahan dalam bagian-bagian yang sistematis.

Setelah pengolahan data terselesaikan, maka penulis akan melakukan
analisis terhadap data dengan menggunakan:

a. Deskriptif analitik, yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan
dan memaparkan secara jelas tentang kedudukan novum visum et repertum
dalam Berita Acara Pemeriksaan pada kasus pencabulan pada putusan
Pengadilan negeri Nomor 1515/Pidanan Biasa/2010/PN. Surabaya dalam
kajian KUHAP dan Hukum Acara Pidana Islam. Data-data dan informasi

yang diperoleh dari obyek penelitian dikaji dan dianalisa, dikaitkan dengan

3 M. Syamsudin, Operasional Penelitian Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007),
101

2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 803
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teori dan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk memecahkan
permasalahan yang diangkat.>

b. Pola pikir deduktif yaitu dengan penalaran yang bertolak dari teori dan
aturan hukum yang berlaku umum yang terjadi pada kasus individual yang
kemudian akan diterapkan pada kasus yang bersifat khusus.?® Dalam
penelitian ini dengan memaparkan teori dan aturan hukum yang berkaitan
dengan novum visum et repertum dalam BAP menurut aturan hukum
dalam KUHAP dan Hukum Acara Pidana Islam yang kemudian diterapkan

pada kasus pencabulan yang terjadi di pondok Nurul Hidayah, Tandes.

J.  Sistematika Pembahasan

Agar dalam pembuatan skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan apa
yang diharapkan oleh penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan yang
terbagi dalam, lima bab yang terdiri atas beberapa subbab, adapun susunannya

sebagi berikut:
BABI : Pendahuluan. Pada bab ini sebagai pengantar penelitian yang
mempunyai unsur Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,
Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian,

Definisi perasinal, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

* Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, 93

*Johnny Ibrahim, teori & Meyodologi Penelitian hukum normative, (Malang: Bayu Media
Publishing, 2010), 245
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BAB III

BAB IV

BABYV
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: Landasan Teori, bab ini berisi tentang pengertian, kewenangan dan
tugas penyidikan, jenis, dan bentuk umum visum et repertum, dasar
hukum visum et repertum, peranan visum et repertum dalam proses
penanganan perkara pidana dan dasar hukum penggunaannya oleh
penyidik. Serta Visum Et Repertum menurut Hukum Acara Pidana
Islam.

: Bab ini akan menjelaskan mengenai Kedudukan Novum Visum Et
Repertum dalam Pembuatan BAP pada kasus pencabulan di tingkat
penyelidikan di kepolisian menurut KUHAP. Dan juga menjelaskan
kedudukan Novum Visum Et Repertum menurut Hukum Acara
Pidana Islam

: Analisis tentang kedudukan novum visum et repertum dalam
pembuatan BAP dalam penyelidikan oleh aparat kepolisian Wilayah
Kota Besar Surabaya. Serta Analisis tentang Novum Visum et
repertum dalam hukum Acara Pidana Islam.

: Berisi kesimpulan dan saran
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BAB 11

PENGERTIAN, KEWENANGAN DAN TUGAS PENYIDIKAN, JENIS,
BENTUK UMUM VISUM ET REPERTUM, DAN VISUM ET REPERTUM

MENURUT HUKUM ACARA PIDANA ISLAM

A. Tinjauan Umum Penyidikan
a.  Pengertian
Berdasarkan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.?
R.!“Soesilo juga mengemukakan pengertian’ penyidikan ditinjau dari
sudut kata sebagai berikut :“Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang
berarti “terang”. Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau
jelas. “Sidik” berarti juga “bekas”, sehingga menyidik berarti mencari
bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah
bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang.

Bertolak dari kedua kata “terang” dan “bekas” dari arti kata sidik tersebut,

® Kejari, “Hukum Acara Pidana, UU No 8 tahun 1981”7, hitp//www, kejari
jaksel.go.id/useruploads/uu/1252127651.pdf
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maka penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang suatu
kejahatan”. Kadang-kadang dipergu-nakan pula istilah “pengusutan” yang
dianggap mempunyai maksud sama dengan penyidikan. Dalam bahasa
Belanda penyidikan dikenal dengan istilah “opsporing” dan dalam bahasa
Inggris disebut “investigation”.

Penyidikan mempunyai arti tegas yaitu “mengusut”, sehingga dari
tindakan ini dapat diketahui peristiwa pidana yang telah terjadi dan
siapakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut.”

Mengenai yang dimaksud dengan tindakan penyidikan berdasarkan
definisi yuridis, beberapa ketentuan perundang-undangan yang
menyebutkan pengertian penyidikan diantaranya KUHAP dan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 13 Undang-undang Th. 2002 No. 2 tentang
Kepolisian RI serta Pasal 1 angka 2 KUHAP memberikan pengertian
yang sama tentang tindakan penyidikan, dinyatakan bahwa : “Penyidikan
adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang

terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”3 0

2 R Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, (Bogor: politea, 1980), 17
30 Undang- undang tahun 2002 No 2. '
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Berdasarkan pengertian dan rumusan yuridis diatas, dapat
disimpulkan bahwa tugas utama penyidik adalah mencari serta
mengumpulkan bukti agar tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi
terang serta dapat diketahui dan ditemukan pelaku tindak pidana tersebut.

b.  Fungsi penyidikan

Fungsi penyidikan ialah mencari dan menemukan kebenaran
materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya, seperti apa yang
dikemukakan R.Soesilo. Bahwa R Soesilo menyamakan fungsi
penyidikan dengan tugas penyidikan sebagai berikut : “Sejalan dengan
tugas Hukum Acara Pidana maka tugas penyidikan perkara adalah
mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenar-
benarnya.’!

Dari pendapat diatasAmaka dapat disimpulkan bahwa fungsi dari
peyidikan adalah mencari dan mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya
untuk mencapai kebenaran materiil, dan juga untuk lebih memperkuat
bahwa sebuah tindakan pidana benar-benar dilakukan atau tidak.

Abdul Mun’in Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono
mengemukakan mengenai fugsi penyidikan sebagai berikut :

“Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian
yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu

dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-

3 R.Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal 27
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lengkapnya mengenai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang

terjadi.*

Pencapaian kebenaran materiil yang di maksud dalam pemeriksaan
perkara pidana adalah bukanlah kebenaran mutlak, sebab segala apa yang
terjadi (apabila jangka waktunya sudah lama), maka tidak mungkin
kebenaran itu dapat dibuktikan dengan selengkap- lengkapnya. Namun
yang dapat diartikan disini adalah kenyataan yang sebenar-benarnya.

Tujuan pertama-tama dalam rangka penyidikan adalah
mengumpulkan sebanyak mungkin keterangan, hal ~.i‘khwal, bukti dan_
fakta-fakta yang benar mengenai peristiwa yang terjadi. Berdasarkan atas
fakta ini kemudian dicoba membuat gambaran kembali apa yang terjadi.
Fakta-fakta yang masih kurang dicari untuk dilengkapi sehingga
gambaran peristiwa yang telah terjadi tersebut ekhirnya menjadi dengkap.

c.  Pejabat penyidik, tugas dan kewenangannya.

Mengenai pejabat yang berwenang melakukan tindakan penyidikan,

Pasal 1 butir | KUHAP menyatakan bahwa : “Penyidik adalah pejabat

polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil

2 Abdul Mun'in Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, Penerapan limu Kedokteran
Kehakiman Dalam Proses Penyidikan, (Jakarta: Karya Unipres, 1982), 4
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tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk

melakukan penyidikan”.**

hal ini disebutkan lebih lanjut pada pasal 6 ayat (1) KUHAP yang

juga menentukan bahwa penyidik adalah :

1. pejabat polisi negara Republik Indonesia ;
2. pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang.

Kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut ditentukan mengenai syarat
kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 akan diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah RI
No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana, pada bab II pasal 2 ditentukan syarat kepangkatan Penyidik

adalah sebagai-berikut :
1. Penyidik adalah :

a) Pejabat Polisi Negara RI tertentu yang sekurang-kurangnya
berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi, Sekarang dengan
berdasarkan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/ 82 / VI/ 2000

tentang Penetapan Berlakunya Kembali Penggunaan Pakaian

* Gerry Muhammad Rizki, KUHP & KUHAP, Surat Putusan MK nomor 6/PUU-V/2007
Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam KUHP, 193



27

Dinas Harian di Lingkungan POLRI pangkat ini berubah menjadi
Inspektur Polisi II (AIPDA Pol.).

b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya
berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang
disamakan dengan itu.

. Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan

Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan

Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.

Kepangkatan ini sekarang berubah menjadi Inspektur Polisi II.

Mengenai tugas penyidik, hal ini terkait dengan pengertian
penyidikan sebagaimana yang ditentukan secara yuridis dalam undang-
undang. Berdasarkan pengertian secara yuridis maka tugas seorang
penyidik yaitu mencari serta mengumpulkan bukti atas suatu peristiwa
yang telah ternyata sebagai tindak pidana, untuk membuat terang
tindak pidana tersebut dan guna menemukan pelakunya.

Mengenai wewenang penyidik dalam melaksanakan tugasnya,
hal ini mendapat pengaturan baik dalam KUHAP maupun dalam
Undang-undang Tahun 2002 Nomor 2 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia. Dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP ditentukan
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mengenai wewenang penyidik, dimana disebutkan bahwa karena

kewajibannya penyidik mempunyai wewenang:**

a.

F ®mmoe

—
.

Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya
tindak pidana

Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka

Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan
penyitaan

Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

Mengambil sidik jari dan memotret seorang

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi

Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara

Mengadakan penghentian penyidikan

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung
jawab.

Pada pasal 16 ayat (1) Undang-undang Tahun 2002 Nomor 2

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa

dalam | rangka - menyelenggarakan dtugasnyz -diic bidang ipenegakan

hukum pidana, Kepolisian Negara RI mempunyai wewenang untuk :°

Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan
penyitaan,

Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat
kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan

Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam
rangka penyidikan

4 Gerry Muhammad Rizki, KUHP & KUHAP, Surat Putusan MK nomor 6/PUU-V/2007
Tentan§ Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam KUHP, 199
5 KPU, “Undang — Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia”, http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU%20K EPOLISIAN.pdf
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d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta
meineriksd tanda pengenal diri

Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi

g Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
- dengan pemeriksaan perkara

h. Mengadakan penghentian penyidikan
i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum

J. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi
yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan
mendesak

k. atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang
disangka melakukan tindak pidana

. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik
pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik
pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum ;
dan

m. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung

jawab.
Tindakar ' lain"yang ‘bertanggung” jawab ' 'sebadgaimand ' dimaksud” diatas
(pada huruf m), lebih lanjut dijelaskan pada pasal 16 ayat (2) yang menyatakan
bahwa tindakan tersebut adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang

dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum,

Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut
dilakukan

Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan

e. Menghormati hak asasi manusia.
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Mulai dilakukannya penyidikan suatu perkara yang merupakan tindak
pidana oleh penyidik diberitahukan kepada penuntut umum dengan
diserahkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai
dengan Pasal. 109 ayat (1) KUHAP. Setelah bukti-bukti terkumpul dan yang
diduga sebagai tersangkanya telah ditemukan selanjutnya penyidik menilai
dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada penuntut umum
atau ternyata bukan merupakan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan

demi hukum.

Menurut Pasal 8 ayat (3) bila penyidikan telah selesai maka penyidik
menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, penyerahan dilakukan

dengan dua tahap, yaitu 36

a.in- Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
b. Tahap kedua, dalam hal penyidikan telah dianggap selesai penyidik
menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada
penuntut umum.
Berdasarkan Pasal 110 ayat (4) KUHAP, penyidikan dianggap selesai jika
dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas hasil
penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada

pemberitahuan mengenai hal tersebut dari penuntut umum kepada penyidik.

3 Gerry Muhammad Rizki, KUHP & KUHAP, Surat Putusan MK nomor 6/PUU-V/2007
Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam K. UHP, 200
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Setelah penyidikan dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung

jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pemeriksaan pada tahap penyidikan merupakan tahap awal dari
keseluruhan proses pidana. Tujuan penyidikan adalah untuk memperoleh
keputusan dari penuntut umum apakah telah memenuhi persyaratan untuk dapat
dilakukan penuntutan. Proses pidana merupakan rangkaian tindakan
pelaksanaan penegakan hukum terpadu. Antara penyidikan dan penuntutan
terdapat hubungan erat, bahkan berhasil tidaknya penuntutan di sidang

pengadilan tidak terlepas dari hasil penyidikan.
Visum et repertum
a.  Pengertian

Visum et repertum berkaitan erat dengan Iimu Kedokteran Forensik.
Mengenai disiplin ilmu ini, dimana sebeiumnya dikenai dengan Ilmu
Kedokteran Kehakiman, R. Atang Ranoemihardja menjelaskan bahwa
Iimu Kedokteran Kehakiman atau Iimu Kedokteran Forensik adalah ilmu
yang menggunakan pengetahuan Ilmu Kedokteran untuk membantu
peradilan baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara lain
(perdata). Tujuan serta kewajiban Iimu Kedokteran Kehakiman adalah

membantu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam menghadapi
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kasus-kasus perkara yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu

pengetahuan kedokteran.’

Bentuk bantuan ahli kedokteran kehakiman dapat diberikan pada saat
terjadi tindak pidana (di tempat kejadian perkara, pemeriksaan korban
yang luka atau meninggal) dan pemeriksaan barang bukti, dimana hal ini
akan diterangkan dan diberikan hasilnya secara tertulis dalam bentuk

surat yang dikenal dengan istilah visum et repertum.*®

Visum et repertum adalah istilah yang dikenal dalam Ilmu
Kedokteran Forensik, biasanya dikenal dengan nama “Visum”. Visum
berasal dari bahasa Latin, bentuk tunggalnya adalah “visa”. Dipandang
dari arti etimologi atau tata bahasa, kata “visum” atau “yisa” berarti tanda
melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti
tentang segala, sesuatu hal yang, ditemukan, disetujui, dan_disahkan,
sedangkan “Repertum” berarti melapor yang artinya apa yang telah
didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi visum

et repertum adalah apa yang dilihat dan diketemukan.”

Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana Indonesia, khususnya

KUHAP tidak diberikan pengaturan secara eksplisit mengenai pengertian

¥ R, Atang Ranoemihardja, limu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science), Edisi kedua
(Bandung: Tarsito 1983), 10

38 Waluyadi, llmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum
Praktik Kedokteran, (jakarta: Djambatan, 2000), 26

3 H M.Soedjatmiko, /lmu Kedokteran Forensik, (Malang: Fakultas Kedokteran UNIBRAW
Malang, 2001), 1



33

visum et repertum. Satu-satunya ketentuan perundangan yang
memberikan pengertian mengenai Visum et repertum yaitu Staatsblad
Tahun 1937 Nomor 350. Disebutkan dalam ketentuan Staatsblad tersebut
bahwa : “Visum et Repertum adalah laporan tertulis untuk kepentingan
peradilan (pro yustisia) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat
oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada
pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima

jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.*’

Dari pengertian visum et repertum tersebut diatas, dapat disimpulkan
bahwa visum et repertum adalah keterangan dokter tentang apa yang
dilihat dan ditemukan dalam melakukan pemeriksaan barang bukti guna
kepentingan peradilan. Jadi dalam hal ini visum et repertum merupakan

kesaksian tertulis dalam proses peradilan.

b.  Jenis Visum et Repertum
Sebagai suatu hasil pemeriksaan dokter terhadap barang bukti
yang diperuntukkan untuk kepentingan peradilan, Visum et Repertum di

golongkan menurut objek yang diperiksa sebagai berikut:

1. Visum et repertum untuk orang hidup, jenis ini dibedakan lagi dalam:

“° Ibid.



34

a) Visum et repertum biasa. Visum et repertum ini diberikan kepada
pihak peminta (penyidik) untuk korban yang tidak memerlukan

perawatan lebih lanjut.

b) Visum et repertum sementara. Visum et repertum sementara
diberikan apabila korban memerlukan perawatan lebih lanjut
karena belum dapat membuat diagnosis dan derajat lukanya.

Apabila sembuh dibuatkan visum et repertum lanjutan.

¢) Visum et repertum lanjutan. Dalam hal ini korban tidak
memerlukan perawatan lebih lanjut karena sudah sembuh,

pindah dirawat dokter lain, atau meninggal dunia.

2. Visum et repertum untuk orang mati (jenazah). Pada pembuatan visum
et repertum ini, dalam hal korban mati maka penyidik mengajukan
permintaan tertulis kepada pihak Kedokteran Forensik untuk

dilakukan bedah mayat (outopsi).

3. Visum et repertum Tempat Kejadian Perkara (TKP). Visum ini dibuat

setelah dokter selesai melaksanakan pemeriksaan di TKP.

4. Visum et repertum penggalian jenazah. Visum ini dibuat setelah dokter

selesai melaksanakan penggalian jenazah.
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5. Visum et repertum psikiatri yaitu visum pada terdakwa yang pada saat
pemeriksaan di sidang pengadilan menunjukkan gejala-gejala

penyakit jiwa.
6. Visum et repertum barang bukti, misalnya visum terhadap barang bukti

yang ditemukan yang ada hubungannya dengan tindak pidana,

contohnya darah, bercak mani, selongsong peluru, pisau.*!

Dalam penulisan skripsi ini, visum et repertum yang dimaksud adalah
visum et repertum untuk orang hidup, khususnya yang dibuat oleh dokter

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban tindak pidana perkosaan.
b. Bentuk Umum Visum Et Repertum

Agar didapat keseragaman mengenai bentuk pokok visum et
repertum, maka ditetapkan ketentuan mengenai susunan visum et

repertum sebagai berikut.

1. Pada sudut kiri atas dituliskan “PRO YUSTISIA”, artinya bahwa isi

visum et repertum hanya untuk kepentingan peradian.

2. Di tengah atas di tuliskan jenis Visum Et Repertum serta nomor Visum

Et Repertum tersebut
3. Bagian pendahuluan, merupakan pendahuluan yang berisikan:

a. Identitas Peminta Visum Et Repertum

a Njowito Hamdani, Ilmu Kedokteran Kehakiman, (jakarta: Gramedia Pustaka Tama, 1992), 26
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b, . Identitas Surat Permintaan Visum Et Repertum
c. Saat penerimaan Surat Permintaan Visum et Repertum
d. Identitas Dokter pembuat Visum Et Repertum

e. Identitas korban/ barang bukti yang dimintakan Visum Et

Repertum

. Bagian pemberitaan, merupakan hasil pemeriksaan dokter yang dilihat

dan ditemukan pada barang bukti.

. Bagian kesimpulan, merupakan kesimpulan dokter atas analisa yang

dilakukan terhadap hasil pemeriksaan barang bukti.

. Bagian penutup, merupakan pernyataan dari dokter bahwa Visum Et
Repertum ini dibuat atas dasar sumpah dan janji pada waktu menerima

jabatan.

. Di sebelah kanan bawah diberikan Nama dan Tanda tangan serta cap

dinas dokter pemeriksa.

Dari bagian visum et repertum sebagaimana tersebut diatas,
keterangan yang merupakan pengganti barang bukti yaitu pada Bagian
Pemberitaan. Sedangkan pada Bagian Kesimpulan dapat dikatakan

merupakan pendapat subyektif dari dokter pemeriksa.
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C. . Peranan Visum Et Repertum Dalam Proses Penanganan Delik Pidana

Terkait dengan peranan Visum Et Repertum, sebelum kita mengulas
tentang bagaimana peranan Visum Et Repertum maka kita akan telaah terlebih

dahulu dengan apa yang di maksud dengan kata “peranan”.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata “peran” diartikan sebagai
seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan
dalam masyarakat”. Sedangkan kata “peranan” diartikan yaitu “bagian dari
tugas yang harus dijalankan”. Kata “pemeranan” diartikan “proses, cara,
perbuatan memahami, perilaku yang diharapkan dan diikatkan dengan

kedudukan seseorang.42

Dari definisi tentang “peranan” di atas yang berartikan sebagai tugas
yang harus dijalankan, maka kerhudian ketika kata “peranan” disandingkan
dengan kalimat Visum Et Repertum maka yang di maksud adalah tugas, fungsi
dari pada Visum et repertum yang khususnya dalam skripsi ini lebih di

tekankan pada perkara pidana pencabulan.

Menurut H.M. Soedjatmiko, sebagai suatu keterangan tertulis yang berisi
hasil pemeriksaan seorang dokter ahli terhadap barang bukti yang ada dalam
suatu perkara pidana, maka visum et repertum mempunyai peran sebagai

berikut:

%2 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, 224
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Sebagai alat bukti yang sah,

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam KUHAP pasal 184 ayat (1) jo pasal

187 huruf c.
Bukti penahanan Tersangka

Didalam suatu perkara yang mengaharuskan penyidik melakukan
penahanan tersangka pelaku tindak pidana, maka penyidik harus
mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut.
Salah satu bukti adalah akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka
terhadap korban. Visum Et Repertum yang dibuat oleh dokter dapat dipakai
oleh penyidik sebagai pengganti barang bukti untuk melengkapi surat

perintah penahanan tersangka.
Sebagai bahan pertimbangan hakim.

Meskipun bagian kesimpulan Visum Et Repertum tidak mengikat
hakim, namun apa yang diuraikan di dalam bagian pemberitaan sebuah
Visum Et Repertum adalah merupakan bukti materiil dari sebuah akibat
tindak pidana, disamping itu bagian pemberitaan ini adalah dapat dianggap

sebagai pengganti barang bukti yang telah dilihat dan ditemukan oleh
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dokter. Dengan demikian dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi

hakim yang sedang menyidangkan perkara tersebut.”’

Berkaitan dengan di atas bahwa pemeriksaan perkara pidana adalah
mencari kebenaran materiil, maka setiap masalah yang berhubuﬁgan
dengan perkara pidana tersebut harus dapat terungkap secara jelas.
Demikian halnya dengan visum et repertum yang dibuat oleh dokter
spesialis forensik atau atau dokter ahli lainnya, dapat memperjelas alat
bukti yang ada ba'hwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah
yang bersalah melakukannya. Sehubﬁhgan dengan hakekat pemeriksaan
perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil maka kemungkinan
menghadapkan Dokter untuk membuat visum et repertum adalah suatu hal

yang wajar demi kepentingan pemeriksaan dan pembuktian.

Mengernai-dasar hukbm peranan visum. et repertun dalam. fungsinya
membantu aparat penegak hukum menangani suatu perkara pidana, hal ini
berdasarkan ketentuan dalam KUHAP yang memberi kemungkinan
dipergunakannya bantuan tenaga ahli untuk lebih memperjelas dan

mempermudah pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana.

Ketentuan dalam KUHAP yang memberi dasar hukum bahwa pada
tahap penyidikan penyidik dapat meminta keterangan ahli, dimana hal ini

meliputi pula keterangan ahli yang diberikan oleh dokter pada visum et

43 H.M.Soedjatmiko, /lmu Kedokteran F orensik,7
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repertum yang dibuatnya atas pemeriksaan barang bukti, adalah sebagai

berikut :

a) Pasal 7 KUHAP mengenai tindakan yang menjadi wewenang
Penyidik, khususnya dalam hal mendatangkan orang ahli yang
diperlukan dalam pemeriksaan perkara.

b) Pasal 120 KUHAP. Pada ayat (1) pasal ini disebutkan : “Dalam hal
penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli
atau orang yang memiliki keahlian khusus.”

¢) Pasal 133 KUHAP dimana pada ayat (1) dinyatakan : “Dalam hal
penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban
baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa
yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan
permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau
dokter atau ahli lainnya”.

Ayat (2) Pasal 133 KUHAP menyebutkan : “Permintaan keterangan
ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis,
yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan

luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.”

Sedangkan mengenai dasar hukum tindakan dokter dalam memberikan
bantuan keahliannya pada pemeriksaan perkara pidana, hal ini tercantumn dalam

Pasal 179 KUHAP dimana pada ayat (1) disebutkan : “Setiap orang yang
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diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli

lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.”

Bantuan dokter untuk proses peradilan dapat diberikan secara lisan
(berdasar Pasal 186 KUHAP), dapat juga secara tertulis (berdasar pasal 187
KUHAP). Bantuan dokter untuk proses peradilan baik secara lisan ataupun
tertulis semuanya termasuk dalam pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang

sah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP diatas, maka baik
tindakan dokter dalam membantu proses peradilan (dimana dalam hal ini
tindakan membuat visum et repertum untuk kepentingan penanganan perkara
pidana) maupun tindakan penyidik dalam meminta bantuan tersebut, keduanya

mempunyai dasar hukum dalam pelaksanaannya.
Visum Et Reperium Menurut Hukum Acara Pidana Isiam

Dalam delik pidana kehadiran alat bukti sangatlah penting guna
menjaga hak-hak pada setiap manusia. dalam acara peradilan Islam, setiap

korban dan pelaku diberi hak yang seimbang.

Seiring dengan perkembangan zaman manusia semakin peka akan
masalah dan cara menyelesaikannya. Salah satunya yang terjadi pada
perkembangan technologi dan ilmu pengetahuan yang dalam hal ini

berpengaruh pada kepentingan penyidikan untuk membuktikan sebuah
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kesalahan, khususnya pada, perkara pidana. Pembuktian dalam hukum Islam
khususnya pada persoalan zarimah zina dikenal tiga pembuktian yaitu

persaksian, pengakuan, dan qarinah.*

Visum Et Repertum merupakan alat bukti baru dalam hukum islam
yang jenisnya berbeda dari ketiga alat bukti yang sudah dijelaskan dalam
hukum islam. namun pengertian tertulis Visum Et Repertum diterangkan
dalam Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 pada pasal 1 yang menyatakan
bahwa visum et repertum adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh
dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang

diperiksanya, yang mempunyai daya bukti dalam perkara- perkara pidana.

“ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, 41
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BAB III

KEDUDUKAN NOVUM VISUM ET REPERTUM DALAM BAP
MENURUT KUHAP DAN TINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA
ISLAM

A. Kedudukan Novum Visum Et Repertum dalam BAP Menurut KUHAP
KUHAP secara eksplisit tidak mengatur tentang bagaimana Kedudukan
novum visum et repertum dalam BAP. Sebab istilah novum visum et repertum
sendiri dalam pemaknaanya tidak dijelaskan dalam KUHAP, istilah visum et
repertum hanya diterangkan dalam Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 pada
pasal 1 yang menyatakan bahwa visum et repertum adalah suatu keterangan
tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat
pada benda yang diperiksanya, yéng mempunyai daya bukti dalam perkara-
perkara pidana.*®
KUHAP hanya mengatur perihal apa yang dimaksud dengan alat bukti
yang sah, yang kemudian disebutkan dalam pasal 184 ayat (1), yaitu:*°
Alat bukti yang sah ialah:
a. keterangan saksi
b. keterangan ahli

C. surat

“ Dr,Andrianti Ghazali Mkes, “Visum et repertum”, http:// www, scribd, com/ doc/ 26713065/
VISUM-et-REPERTUM

9 Gerry Muhammad Rizki, KUHP & KUHAP, Surat Putusan MK nomor 6/PUU-V/2007
Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam KUHP, 268
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e. keterangan terdakwa;

Melihat penjelasan pada staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 bahwa visum
et repertum merupakan keterangan tertulis yang di buat oleh ahli (dokter),
sehingga memperjelas bagaimana kedudukan visum et repertum  dalam
pembuktian dan pemeriksaan, bahwa visum et repertum berkedudukan sebagai
alat bukti yang sah dalam pemeriksaan penyidikan demi untuk kepentingan
peradilan.

Dalam pasal 186 yang menerangkan bahwa:*

“Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh
penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan
dan dibuat dengan mengingat sumpah waktu ia menerima jabatan atau
ﬁekerjaan.”

Selanjutnya dipertegas dalam alinea kedua penjelasan pasal 186, yang
menegaskan:’'

“jika hal tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut
umum, pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberi keterangan dan
dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

Melihat pasal-pasal tersebut maka hadimya visum ef repertum dalam

BAP seharusnya dihadirkan. Dan kedudukan visum et repertum sebagai alat

%0 ibid
3! ibid
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bukti berupa keterangan ahli yang berbentuk surat sudah seharusnya ada.
Dengan demikian berdasarkan pengertian yuridis dari visum et repertum yang
diberikan oleh Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 maka kedua pasal KUHAP
tersebut telah memberi kedudukan visum et repertum sebagai suatu alat bukti

yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.

Kedudukan Novum Visum Et Repertum dalam Tinjauan Hukum Acara
Pidana Islam.

Islam memandang bahwa makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah
SWT adalah manusia karena diciptakan dengan kekuasaannya sendiri,
meniupkan ruh darinnya kepadannya, memerintahkan semua malaikat sujud
padanya. Menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi serta membekalinya
dengan kekuatan serta bakat-bakat agar ia dapat menguasai bumi ini, supaya
meraih kesejahileraan hidup materiil dan spiritual secara maksimal.

Dalam Islam manusia di jamin dengan hak hidup, hak kepimilikan, hak
memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, hak menuntut ilmu
pengetahuan, namun yang sangat penting dari semua hak tersebut adalah hak
hidup yaitu hak yang harus mendapat perhatian karena hak ini adalah hak suci
tidak dibenarkan secara hukum dilanggar kemuliaannya, dan tidak boleh

dianggap remeh eksistensinya.”

52 M, Quraish Shihab, Tafsir Al- Mishbah , vol 3, (jakarta: lentera hati, 2000), 513
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Kehadiran alat bukti dalam pembuktian tindak pidana merupakan salah
satu sebab untuk menjaga hak- hak tersebut. Dalam pembuktian tindak pidana
ada sebuah proses yang harus dilalui dan proses tersebut diatur dalam Hukum
Acara Peradilan Islam.

Dalam acara peradilan islam, korban dan pelaku diberi hak yang
seimbang yaitu korban memiliki hak mengajukan pembuktian, sedangkan
pelaku diberi kesempatan untuk mengajukan sumpah, untuk memenuhi hak
masing-masing. Pembuktian dalam proses pengambilan hukum yang mengarah
pada korban dapat diperoleh dari hukum pidana dan hukum perdata.

Dalam pembuktiannya korban harus membuktikan dengan alat-alat bukti,
pembuktian yang harus dilakukan oleh korban harus dengan membuktikan
kejahatan tersebut, jika kejahatan tidak dapat dibuktikan, maka korban tidak
akan mendapatkan hak-haknya sebagai korban. Seperti dalam hadits berikut:>

G Y AR (e Bk 0 106 (T o B o B T O e

( L,.L.., gantolyy) 5_1.’; u.gfxﬁl k,_l.r'u..jll :,SJ_, r.’q.)l,.t:, :jb-) ;Lig

“riwayat ibnu abbas, rosulullah saw. Bersabda, 'seandainya manusia diberi

kebebasan berdasarkan dakwaan mereka, maka akan banyak orang yang

mendakwaan darah orang dan hartanya. Akan tetapi orang yang didakwa itu
harus bersumpah.” (HR Ahmad dan Muslim).

Jika kita lihat hadits diatas maka sudah jelas bahwa suatu dakwaan tidak

akan diakui kecuali berdasarkan dalil yang membuktikan kebenaran dan

%3 Sayyid Sabiq, Figh Sunnabh, jilid 4, (jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 355
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kenyataanya. Dalil yang dimaksud adalah sebuah alat bukti yang memang tidak
bisa diragukan lagi kebenarannya atau kefalitan daripada alat bukti.

Seiring dengan perkembangan tekhnologi dan ilmu pengetahuan bahwa
sesuatu yang tidak dapat dilihat juga dapat dibuktikan dengan bantuan ilmu
kedokteran kehakiman. Misalnya terhadap korban pencabulan, kekerasan atau
penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Untuk
kepentingan penyidikan maka diperlukan bantuan dari ilmu kedokteran
kahakiman.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter bisa disampaikan berupa
surat yang disebut dengan Novum Visum Et Repertum. Visum yang diperoleh
dari pemeriksaan dokter tersebut dipakai untuk mengetahui apakah korban
terluka atau tidak. Aturan tentang alat bukti Visum diatur lengkap dalam
KUHAP, namun hal ini menjadi hal yang baru dalam islam, sebab dalam
hukum pidana islam tidak pernah membahas mengenai alat bukti visum et
repertum.

Pembuktian dalam Hukum Islam khususnya pada persoalan zarimah zina
dapat di buktikan dengan tiga macam cara pembuktian:

a. Dengan persaksian
b. Dengan pengakuan, dan

c. Dengan qari>nah.>*

* Drs, H, Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, 41
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Dengan melihat 3 alat bukti diatas, lantas apakah Visum termasuk
diantara ketiga kategori tersebut, ataukah visum merupakan alat bukti baru
dalam perkembangan pembuktian Hukum acara pidana islam. Sebelumnya
harus dilihat dari setiap kejelasan penjelasan dari ketiga cara pembuktian
tersebut.

a. Pembuktian Dengan Saksi
Ulama telah menyepakati bahwa jarimah Zina tidak bisa di buktikan
kecuali dengan empat orang saksi. Apabila kemudian saksi kurang dari
empat maka persaksian tersebut tidak dapat diterima, seperti yang di

jelaskan Allah dalam surat An-nisaa’:

P )
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Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah
ada empat orang saksi di anatara kamu (yang menyaksikannya) ...... (Qs.
An-Nisa>’:15)

Dalam riwayat lain menurut Imam Nasa’i, Nabi bersabda sebagai berikut.
B b g 2y g ues w0l
“Ajukanlah empat oran% saksi. Apabila tidak bisa maka hukuman had akan
dikenakan terhadapmu™’

Dari penjelasan dalil-dalil diatas sudah jelas bahwa dalam pembuktian

jarimah zina harus dihadirkan empat orang saksi. Akan tetapi tidak setiap

55 Abd Al-Qadir Audah, At-Tasyri’ Al-Jinaiy, juz 1,(Beirut: Dar Al-Kitab Al-*Arahi), 67



49

orang bisa menjadi saksi. Mereka yang diterima sebagai saksi adalah
orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
b. Pembuktian Dengan Pengakuan
Pengakuan dalam jarimah Zina merupakan alat bukti berupa
pengakuan yang dilakukan oleh pelaku atau orang yang tertuduh berbuat
zina. adapun syarat-syarat sebagai berikut:

1. menurut Imam Abu Hanif dan Imam Ahmad, pengakuan harus
dinyatakan sebanyak empat kali, dengan mengiaskannya kepada empat
orang saksi dan beralasan dengan ma’iz yang menjelaskan tentang
pengakuannya sebanyak empat kali di hadapan Rosulullah saw.
Namun, menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa
pengakuan itu cukup satu kali saja tanpa diulang-ulang. Alasannya
adalah bahwa pengakuan ini merupakan suatu pemberitahuan, dan
pemberitahuan tidak akan bertambah dengan cara diulang-ulang. Di
samping itu, mereka juga beralasan dengan hadits Unais, di mana Nabi
bersabda:*

- P P - Ve P s . 0’) ’).o. e
Gizn) a6 5 B o i i T p Ll g sy
(ks

“dan pergilah kamu hai Unais kepada istri orang ini. Apabila ia
mengaku maka laksanakanlah hukuman rajam atas dirinya. (mutafaq
‘alaih).

3¢ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, 229
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2. pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang hakikat
perbuatan, sehingga dapat menghilangkan syubhat (ketidakjelasan)
dalam perbuatan zina tersebut. Hal ini didasarkan kepada sunah
Rosulullah saw. Ketika ma’iz datang kepada Nabi menyatakan
pengakuannya, Rosulullah saw mengintrogasinya dengan beberapa
pertanyaan: Apakah engkau (Ma’iz) tidak gila, atau minum minuman
keras, barangkali engkau hanya menciumnya, atau hanya tidur
bersama, dan pertanyaan-pertanyaan lain termasuk  perihal
persetubuhannya.’’ Hal demikian sudah menunjukkan jelas bahwa
pengakuan harus terperinci dan jelas.

3. Pengakuan harus sah atau benar. Orang yang memberikan pengakuan
haruslah orang yang berakal dan mempunyai pilihan (kebebasan),
tidak gila dan tidak dipaksa. Hal ini didasarkan kepada hadits Nabi

riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud:

s 0% . el Y o, AT z':o':zu*,, P P
‘c'g,:(.i..,.};;mg.amdgﬂju:duwmt@a,wyop
¢ » % 6 s f 0. G LS I P . 1% 0 bk ® - 2020
Lo Ll o B S ) B B g Wi RN p ol
“Dari Aisyah ra, ia berkata: Rosulullah saw, telah bersabda:
“Dihapuskan ketentuan hukum dari tiga hal, dari orang yang tidur

sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari
anak kecil sampai ia dewasa”.

57 Ibid, 230
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4. Imam abu Hanifah mensyaratkan bahwa pengakuan harus dinyatakan
dalam sidang pengadilan . apabila dilakukan di luar siding pengadilan
maka pengakuan tersebut tidak diterima. Sedangkan Imam Malik,
Imam syafi’l, dan Imam Ahmad tidak mensyaratkannya. Dengan
demikian menurut mereka ini, pengakuan itu boleh dinan di luar siding
pengadilan,

c. Pembuktian Dengan Qorinah

Qarinah atau tanda yang dianggap sebagai alat pembuktian dalam
jarimah zina adalah timbulnya kehamilan pada seorang wanita yang tidak
bersuami, wanita yang kawin dengan anak kecil yang belum baligh, atau
dengan orang yang sudah baligh tetapi kandungannya lahir sebelum enam
bulan.

Dasar penggunaan qarinah sebagai alat bukti untuk jarimah zina
adalah ucapan sahabat dan perbuatannya. Dalam salah satu pidatonya
Sayyidina Umar berkata:

LAGB LI G e Yl G e e b ol B 5 D
’ (glpgﬁu)&\:ﬁ'py\;f:};;dolbl?}f@\

“dan sesungguhnya rajam wajib dilaksanakan berdasarkan kitabulah atas

orang yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan apabila ia muhshan,

Jjika terdapat keterangan (saksi) atau terjadi kehamilan, atau ada

pengakuan.” (muttafaqun alaih)

Diriwayatkan dari sayidina Utsman bahwa kepada beliau dihadapkan

seorang wanita yang meahirkan anaknya yang umur kandungannya enam
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bulan penuh, dan beliau berpendapat bahwa wanita itu harus dirajam. Maka
Sayidina Ali berkata:

(a0l W A " J W 06 o o 1
“ tidak ada jalan bagimu untuk menghukum wanita ini, karena Allah
Berfirman (yang artinya): Masa kandungannya dan menyusukannya
adalah 30 (tiga puluh) bulan.”®

Diriwayatkan dari sayidina Ali bahwa beliau berkata:

S Al 0 0 5 % 0 T S S LT
N, s )o}‘
«_Jlrp\)l_,‘}.a.‘lﬂlmu\uwigjjyﬂdjfawiu_,ﬁ.o

“wahai manusia sesungguhnya zina itu ada dua macam, zina sir (diam-
diam) dan zina ‘alaniyah (terang-terangan). Zina sir (diam-diam) adalah
zina yang dibuktikan dengan saksi maka saksi itulah orang yang pertama
melempar (melaksanakan hukuman). Sedangkan zina aIamyah (terang-
terangan) adalah apabila terjadi kehamilan atau ada pengakuan. "’

Melihat beberapa hadits diatas, sebenarnya kehamilan semata-mata
bukan merupakan qarinah yang pasti atas terjadinya perbuatan zina, karena
durigkin“saja keh am.lan tersebut-terjadi ‘@kibat perkosaan. Oleh sebab itu,
apabila terjadi syubhat dalam terjadinya zina tersebut maka hukuman had
menjadi hapus (gugur).*® Menurut Imam Abu Hanifah, Imam syafi’i, dan
Imam Ahmad apabila tidak ada bukti lain untuk jarimah zina selain

kehamilan maka tidak ada hukuman had baginya. Demikan pula apabila

tidak mengaku dipaksa atau tidak pula mengaku terjadi syubhat dalam

5% Abd Al-Qadir Audah, A¢-Tasyri’ Al-Jingiy, juz 11, (Beirut; Dar Al-Kitab Al-‘Arabi), 440
% Sayid As-Sabiq, Figh As-Sunnah, juz 11, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1980), 361

% Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, 56
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persetubuhannya maka ia juga tidak dikenai hukuman had, selama ia tidak
mengaku berbuat zina, karena hukuman had itu harus dibuktikan dengan
saksi atau pengakuan.6'

Penjelasan tentang pembuktian diatas kurang memadai dalam
pembuktian persoalan zina yang ada di zaman sekarang. Sebab perzinaan
tidak hanya terjadi karena suka sama suka, namun juga karena pemaksaan
atau biasa disebut dengan pemerkosaan. Hukuman had pun akan batal
ketika pelaku zina tidak mengakui dengan adanya perzinaan tersebut.
Khususnya dalam kasus pencabulan. Dan karena sifat alamiah manusia
untuk melindungi diri sangat memungkinkan pelaku zina berbohong ketika
dalam pengakuan, dan juga kejadian dalam kasus pemerkosaan dan
pencabulan jarang terdapat saksi, maka dibutuhkan alat bantu yang cukup
signifikan untuk memperjelas tanda-tanda daripada kasus tersebut.

perkembangan tekhnologi dan analisis para ahli sangat dibutuhkan
sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan apakah pelaku zina
benar-benar melakukan zina atau tidak. Visum Et Repertum yang
merupakan surat hasil pemeriksaan dokter berfungsi memperjelas dan
membuat terang tanda-tanda yang terjadi dalam diri pelaku zina (korban
pencabulan). Sesuai dengan yang apa yang dikatakan oleh Imam Abu
Hanifah, Imam syafi’i, dan Imam Ahmad bahwa apabila tidak ada bukti

lain untuk jarimah zina selain kehamilan maka tidak ada hukuman had

5! Abd Al-Qadir Audah, At-Tasyri’ Al-Jinaiy, juz 11, 441
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baginya. Selain itu tujuan, hukum islam adalah untuk merealisasikan
kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya yaitu
ketentuan manusia dengan memelihara kepentingan hidup, dan
memberikan peluang untuk memperoleh kemudahan dalam keadaan sukar.

Untuk melindungi hak manusia yang berhak mendapatkan
perlindungan, maka visum et repertum berkedudukan sebagai salah satu
alat bukti yang sesuai dengan kondisi sekarang, sebab visum et repertum
adalah hasil dari keterangan para ahli kedokteran yang berfungsi untuk
mengungkap tanda-tanda yang terjadi dalam tubuh manusia.

Misalnya dalam kasus pencabulan, yaitu pemaksaan zina yang
dilakukan pada anak yang belum dewasa, yang kemudian tidak ada saksi.
Yang ada hanyalah pengakuan korban saja, hal ini akan meragukan bahwa
benar-benar terjadi kasus pencabulan atau tidak, karena bukti yang kurang
memadai, sementara tanda yang memungkinkan menurut Islam adalah
terjadinya kehamilan pada diri korban, anak kecil atau wanita yang belum
dewasa masih belum bisa hamil karena memang mereka belum bisa haids.
Untuk mengetahui hal itu, tekhnologi dan analisis ahli adalah sesuai untuk
membantu mengungkap kasus tersebut.

Melihat dari fungsi visum et repertum yang membantu membuat
terang sebuah tanda-tanda, baik berupa tanda-tanda akibat kekerasan
maupun pemaksaan bisa digunakan sebagai bukti materiil pada kasus

pemerkosaan, dan visum et repertum termasuk klasifikasi qarinah, sebab
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alat bantu pembuktian yang berguna untuk memperjelas tanda-tanda dalam
diri pelaku (korban) pemaksaan perzinaan. Menempatkan visum et
repertum sebagai alat bukti yang baru dalam islam, dapat dicatat sebagai
pembaharuan hukum. Karena islam selalu dinamis dan nalar Islam selalu

bersesuaian dengan perkembangan zaman.
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BABIV

ANALISIS

Analisis tentang kedudukan novum visum et repertum dalam pembuatan
BAP menurut KUHAP

Pada masa HIR, keterangan ahli tidak termasuk alat bukti dalam
pemeriksaan perkara pidana. HIR tidak memandang keterangan ahli sebagai
alat bukti yang sah, tetapi menganggapnya sebagai keterangan keahlian yang
dapat dijadikan hakim menjadi pendapatnya sendiri. Namun ketika kita melihat
KUHAP, terutama pasal 184 ayat (1) KUHAP menetapkan, keterangan ahli
sebagai alat bukti yang sah. Malah tempatnya diletakkan pada urutan kedua
sesudah alat bukti saksi. Kemudian ketika melihat letak urutannya, pembuat
undang-undang menilainya sebagai salah satu alat bukti yang penting, artinya
dalam pemeriksaan perkara pidana.

Menempatkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, dapat dicatat
sebagai salah satu kemajuan dalam pembaharuan hukum. Pada saat
perkembangan ilmu dan tekhnologi, keterangan ahli memegang peranan dalam
penyelesaian kasus pidana. Perkembangan ilmu dan teknologi sedikit banyak
sangat membantu pada kualitas metode kejahatan yang sering terjadi di era

modern.
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Misalnya yang terjadi pada kasus pencabulan yang ada pada putusan
Pengadilan Negeri nomor 1515/ Pidana Biasa/ PN. Surabaya. Bahwa dalam
hasil penyidikan tersebut berupa Berita Acara Pemeriksaan, yakni dalam kasus
saudara Imbar Mulyono bahwa dalam pemeriksaan saudara Imbar Mulyono
oleh penyidik kepolisian WILTABES Surabaya terjadi hasil yang kurang
memuaskan dari pihak keluarga, sebab dalam pemeriksaan yang di lakukan
penyidik pada tanggal 24 - 25 Maret 2011, saudara Imbar Mulyono sudah
dinyatakan bersalah dengan bukti-bukti yang kurang memadai yang kemudian
terangkum dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Seharusnya untuk lebih memperkuat pemeriksaan dalam penyidikan
kepolisian, pihak kepolisian harus menunggu hasil pemeriksaan dari para ahli
(dokter). Visum et repertum dari kedokteran baru ada hasil tanggal 26 dan
hasilnya negative. Tidak terdapat luka apapun dalam diri korban. Jadi selisih
satu hari antara selesainya pemeriksaan perkara dengan keluarnya visum et
repertum.

Pendapat demikian tidak sesuai dengan pasal 186 KUHAP yang dengan
tegas menyebut saat lahirnya bentuk laporan (keterangan ahli) bahwa laporan
dibuat pada saat pemeriksaan penyidik. Namun jika tidak diberikan pada waktu
pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di
sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam Berita Acara

pemeriksaan, keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah



58

atau janji di hadapan hakim. Jadi laporan keterangan ahli harus di hadirkan
sebelum BAP di buat.

Namun ketika melihat pasal 187 KUHAP huruf ¢ bentuk surat keterangan
itu tidak di jelaskan dengan tegas saat pembuatannya. Namun perbedaan ini
tidak menjadi masalah sebab titik berat permasalahannya bukan saat pembuatan
keterangan itu oleh ahli. Yang menjadi pegangan ialah bentuk laporan yang
disebut dalam penjelasan pasal 186 KUHAP. Sebab bentuk laporan bisa berupa
surat dan juga bisa disebut keterangan ahli, terserah bagaimana hakim
menyebutnya bisa menyebutnya sebagai alat bukti keterangan ahli dan bisa juga
disebut dengan alat bukti surat. Sebab kedua alat bukti tersebut mempunyai
nilai kekuatan pembuktian yang sama. Nilai kekuatan pembuktian keduannya
tergantung pada penilaian hakim. Hakim bebas untuk menolak atau
menerimanya. Sebab kedua alat bukti tersebut sama-sama bersifat kekuatan
pembuktian yang bebas dan tidak mengikat. Artinya didalam dirinya tidak ada
melekat nilai kekuatan pembuktan yang sempurna dan menentukan. Terserah
pada penilaian hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat padanya.
Tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan
ahi dimaksud. Akan tetapi, hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan
dalam penilaian pembuktian, harus benar- benar bertanggung jawab, tentunya
atas dasar moral dan terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum

serta kepastian hukum.
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Keterangan ahli (novum visum et revertum) atau alat bukti pada
umumnya, tidak menyangkut pokok-pokok perkara pidana yang diperiksa.
Sifatnya lebih ditujukan untuk menjelaskan sesuatu hal yang masih kurang
terang tentang sesuatu hal atau keadaan. Misalnya apakah benar — benar korban
dicabuli sementara tidak ada saksi lain yang melihat tentang pencabulan
tersebut, otomatis dengan adanya visum bisa mengungkp apakah ditubuh

korban terjadi kaganjilan atau tidak.

Analisis tentang novum visum et repertum dalam Hukum Acara Pidana
Islam.

Jarimah selain jiwa dalam islam akan berakibat pada adanya korban.
Dalam islam perlindungan terhadap korban sangat diutamakan karena islam
adalah agama yang melindungi hak hidup umatnya. Sebab hak yang dimiliki
telah diperoleh sejak manusia dilahirkan. Dalam islam juga tidak membedakan
antara hak pelaku dan korban karena islam sangat melindungi setiap hak-hak
yang dimiliki oleh umatnya, baik dia bersalah atau tidak.

Dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bayhaqi dan Thabrani bahwa
pendakwa adalah orang yang diharuskan memiliki bukti atas kebenaran dan
keabsahan dakwaannya, pada dasarnya orang yang didakwa bebas dari

tanggungannya dan si pendakwa wajib membuktikan keadaan yang sebaliknya.
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“diriwayatkan Bayhaqi dan thabrani dengan jalur sanad sahih bahwa
Rasulullah saw, bersabda, ‘Bukti wajib bagi si pendakwa,; dan sumpah wajib
bagi yang mengingkarinya.

Dari dalil diatas sudah jelas bahwa bagaimana hak pendakwa dan
terdakwa, yaitu sama-sama memiliki hak yang sama dalam hukum islam. Islam
sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat umatnya untuk mendapatkan
perlakuan yang sama didalam hukum dan pemerintahan. Dalam hal ini novum
visum et repertum yang tidak pernah ada dalam pembahasan secara khusus
terkait tentang alat bukti menurut islam yang berfungsi membantu membuat
terang sebuah kasus pidana memberikan solusi yang baru dalam rekonstruksi
hukum islam.

Dalam BAB Il telah dibahas mengenai tiga macam alat untuk
pembuktian pada persolan zarimah, khususnya pada zarimah zina. Pembuktian
dalam Hukum Islam khususnya pada persoalan zarimah zina dapat di buktikan
dengan tiga macam cara pembuktian:

1.  Dengan persaksian

2.  Dengan pengakuan, dan

3. Dengan qarinah.

Dari ketiga pembuktian tersebut yang hampir mirip dengan fungsi novum

visum et repertum adalah qarinah, yaitu yang menjelaskan tentang kejelasan

suatu tindak pidana dengan sebuah petunjuk atau tanda yang jelas yang
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menyertai sesuatu yang samar, sehingga sebuah tanda tersebut mengarah pada
tindakan pelaku.

Namun qarinah yang dimaksud adalah petunjuk yang memang pada saat
kejadian terlihat nampak berdampingan antara kejadian perkara dengan pelaku.
Misalnya dalam kasus pembunuhan, bahwa adanya tersangka berada didekat
tubuh korban, dan tangannya memegang pisau yang terhunus serta badanya
berlumuran darah. Atau juga suatu misal pembuktian tindakan zina yang
ditandai dengan hamilnya pelaku zina.

Contoh yang dimaksudkan pada petunjuk yang disebut qarinah ternyata
tidak mampu untuk membuktikan ketika ada sebuah kejadian pemerkosaan atau
pancabulan yang dalam hal ini tidak terdapat saksi lain yang mengetahui,
kecuali pelaku dan korban yang mengetahui.

Melihat perkembangan kualitas tindakan kejahatan yang demikian novum
visum et repertum mampu untuk memberikan petunjuk yang lebih jelas terkait
dengan persoalan seperti yang telah dicontohkan. Sebab perkembangan ilmu
pengetahuan dan tekhnologi yang digunakan untuk membantu pembuktian pada
alat bukti visum sangat obyektif dalam pengungkapan dengan apa yang terjadi
pada korban.

Pembuktian petunjuk juga dibahas dalam Hukum Pidana yang ada di
Indonesia, yang hal ini prinsipnya sama dengan qarinah yaitu berupa
keterkaitan tindakan pada kejadian perkara. Yang dijelaskan dalam pasal 188

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa petunjuk adalah perbuatan,
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kejadian atau_keadaan yang diduga memilii kaitan, baik antara yang satu
dengan yang lain, yang menandakan telah terjadi tindak pidana dan siapa
pelakunya.

Namun petunjuk yang di maksud dalam KUHAP hanya dapat diperoleh
dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh sebab itu dalam
KUHAP petunjuk merupakan alat bukti tidak langsung. Penilaian terhadap
kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu dapat dilakukan
oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang

cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

L.

EoY

Bahwa kedudukan novum visum et repertum didasarkan pada penjelasan
pasal 186 KUHAP yang memberikan keterangan:

“ keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada watu pemeriksaan oleh
penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk
laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima
jabatan atau pekerjaanJika hal itu diberikan pada waktu pemeriksaan
disidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam beita
acara pemeriksaan, keterangan tersebut dberikan setelah ia méngucapkan
sumpah atau janji dihadapan hakim.”

Dari penjelasan pasal diatas kedudukan novum visum et repertum adalah
alat bukti yang harus diberikan pada saat pemeriksaan.

Bahwa dalam Hukum Acara Pidana Islam novum visum,.et, repertum
berkududukan sebagai alat bukti yang prinsipnya sama dengan qarinah
yakni sebagai petunjuk untuk membuat terang suatu tindakan pidana.
Namun perbedaanya ada pada segi bentuk barang buktinya, qarinah
berupa suatu benda dan fakta yang terkait dengan tindak pidana,

sedangkan novum visum et repertum berbentuk sebuah keterangan ahli

yang berbentuk sebuah surat.



B. saran-saran
Pada proses penyidikan, khususnya dalam pemeriksaan tindakan asusila
kami sarankan kepolisian melampirkan laporan keterangan ahli (visum et
repertum) sebelum BAP dibuat, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan sesuai
yang diamanatkan dalam KUHAP pasal 186.
Bagi masyarakat agar selalu cermat dalam menyikapi kasus yang
demikian dan tidak mudah mengklaim sebelum tahu kebenarannya, agar tidak

terjadi fitnah yang merugikan bagi orang yang di fitnah.
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